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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA DAN
KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUSIN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. perlu ditetapkan
peraturan dacrah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kerjasama Desa ;

Menimbang : a.

b. bahwa kerjasama oleh desa dilaksanakan untuk kepentingan dan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar
Desa dan Kerfjasama Desa dengan Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
: Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lcmbaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan

Lembaran Negai«. Republik Indonesia Nomor 3839) ;

2. Undang-Undang Re¢publik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, tentang
Pembentukan }eraturan Perundang-undangan (Lembaral - Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. fodang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

. Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

" Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia

Nomor 4548 );

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah
(Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Baﬁyuasin Nomor 1S5 Tahun 2000
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa;

7.  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000,
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuaisn
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor
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Menetapkan

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA

DENGAN PIHAK KETIGA.
BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

10.

Daeralh adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;

PemerintahypDaerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Dacrah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesaturan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

" Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah scbagai

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah ;
Bupati ada:ah Bupati Musi Banyuasin ;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Dacrah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah ;

Desa selanjutnya disebut desa, adalah kesatuari masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus kerentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesat'anRepublik Indonesia ;

Pemerintahian Desa adalah penyelenggaraan urusan pemciintahan
oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara KesatuanRepublik

Indonesia ;

Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa;

Badan Permusyaw-ratan Desa sclanjutnya disebut BPD, adalah
lembaga yang © merupakan perwujudan  demokrasi -- dalam
penyelenggaraan pemcrintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa;

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk olch
masyarakat sesuai kebutuhan, bertugas membantu pemerintah desa
dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat ;
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Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana tercantum dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan olch pemerintah
Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang
ditet2pkan dengan peraturan desa ;

" Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BIUMDes adalah

badan usaha yang berbentuk badan hukum yang sesuai peraturan
pertindang-undangan ;

Peraturan Daerah adalah peraturan Daerab Provinsi dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kcta ;

Peraturan Desa adaiah peraturan perundang-undangan- yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Decsa ;

Pernbinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi. monitoring, pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan peny=lenggaraan pemerintahan desa :

Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan.
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB I1
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai
kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan

Bersama ydng dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan
BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;

Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditctapkan
dalam Peiaturen Bersama sctelah mendapat persctujuan BPD dan
dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
BAB III
: BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama Desa dap-at dilakukan antara :

a. Desa aengan desa, dalam satu kecamatan ;
b. Desa dengan desa. lain kecamatan

c. Desa dengan de.a, lain kabupaten ;

d. D=sa dengan dcse, lain kabupaten

BAB LYV .o.coovnsmms
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BAB IV
BIDANG KERJASAMA
Pasal 4

Bidang Kerjasama Dcsa meliputi  kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dalam kemasyarakatan;

Bidang K=rjesarna sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa ;
b. Bidang Peningkatar Pclayanan Pendidikan ;

‘Bidang Kesehatan dan Olahraga;

Bidang Sosial Budaya ;

Bidang Ketentraman dan Ketertiban ;

Bidang Peinanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat
Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Mmoo a o

BAB YV
TATA CARA KERJASAMA
Pasal 5

Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

a. Bidang Kerjasama :

b. Jangka Wal:tu Kerjasama ;

c. Hak Kewsjiban dalam Kerjasama ;

d. Biaya Pelaksanaan Keijasama.

Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas
bersama dergar desa atau pihak ketiga yang akan meiakukan
kerjasama untuk diwcpakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

BAB VI
BADAN KERJASAMA

Pasal 6

Untuk pelaksanaan kerjasama scbagaimana dimaksud Pasal & dapat
dibentuk badan kerjasamo:

Badan Kegjasama dimaksud ayat (1) teediri dari unsur Pemerintah
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat dan
Desa yang mengadakan Kerjasama; .

Badan Kerjasama  bertugas  menyusun  rencana  kegiatan  dan
pelaksanaannya. -

Pasal 7

Badan Korjasama. sebagaimana dimaksud Pasal ¢ ayat (1) dapat

membentuk Sekretariat;
Sekretariat sebagaimana Jdimaksud ayat (1) bertugas membantu

pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama;
Sekrrtariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan

Kerjasama.,

BAB VI cviieinans
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BAB VII
PICRUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KER"ASAMA
Pasal 8

(1) Perubahan, penundaan dan pembatalan kerjasama terhadap  bidang
kerjasarna sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan olch Kepala Desa
yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa setel~h mendapat persetujuan BPD masing-masing;

) Keputusan: Bersama Kepala Desa sebagzaimana dimaksud ayat (1)
dilaporkan kepada Bupati melaiui Camat.

BAB VIII
RIAYA PELAKSANAAN XERJASAMA
Pasal 9

(1) \Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan keparda desa yang
melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan
dipertanggungjawabkan olels masing-masing Kepala Desa:

(2) biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan
Peraturan Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan kevuangan
dipertanggungjawabkan masing-masing;

(3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan,

dipertanggungjawabkan olch Badan Kerjasama kepada Kepala Desa
- masing-masing dan pihak ketiga

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan
sccara Musyawarah Mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan  dapat
ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

(1) Persclisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan
diselesaikan oleh Camat don bersifat linal;

(2) Persclisihan kerjasama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalaum
satu Kabupaten Jdifasilitasi dan disclesaikan olch Bupati dan bersifat {final.

Pasal 12

(1) Perseiisihan kerja.:ama desa dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan
difasilitasi dan disclesaikan oleh Camat;

(2) Persclisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang

berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;

(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan
sebagaimana dimaksud p~da aya. (1) dan ayat (2) dapat mengajukan
penyelesaian ke pengadilan.
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BABX

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama Desa :

a. Memberikan pendapat dan pertinbangan kepada Pemerintah Desa
terhadap rencana kerjasama desa;
b. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku ;

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di  Sekayu
pada tanggal 28 JAN ARl L0007 .

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Janyar R007.

SEK \RIS ?AERAH
KABUPATEN M({S»}V\_\I}ANYUASIN,
Sy ) ‘a

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 7




